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INFORMASI INFORMASI ABSTRAK
Volume: 5ISSN: 2962-7257 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 menetapkan syarat bagipasangan suami istri untuk hidup terpisah selama minimal enam bulan sebelummengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini berfokus pada rumusanPleno Kamar Agama poin 1 huruf b angka 2, dengan mengkaji perspektif hukumkeluarga Islam serta respons para pihak yang terlibat dalam perkara perceraianterhadap regulasi tersebut. Di Pengadilan Agama Palu, ketentuan ini telahditerapkan, sebagaimana terlihat dalam perkara No. 260/Pdt.G/2025/PA.Pal yangdinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima karena tidakmemenuhi syarat masa pisah enam bulan. Sebagian besar pihak mendukung aturanini karena bertujuan mencegah perceraian, meskipun ada juga yang menilai durasitersebut memberatkan. Dari perspektif hukum keluarga Islam, regulasi ini sejalandengan prinsip maṣlaḥah mursalah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Temuan penelitian inimenunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketentuan masa pisah agarlebih mencerminkan kondisi nyata para pihak. Penelitian ini juga mendorong kajianlanjutan mengenai harmonisasi hukum keluarga Islam dengan regulasi peradilanserta menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait SEMA No. 1Tahun 2022.
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1. Pendahuluan
Islam memberikan perhatian besar terhadap pernikahan sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis,memperoleh ketenangan jiwa, serta mencegah perbuatan dosa. Al-Qur’an menegaskan bahwa pernikahan merupakansumber kasih sayang dan rahmat (QS. Ar-Rum: 21). Namun, dalam kenyataannya, pernikahan sering menghadapi berbagaitantangan seperti masalah ekonomi, kekerasan, perbedaan budaya, serta pengaruh negatif media sosial. Al-Qur’anmenawarkan solusi, misalnya melalui mediasi (QS. An-Nisa: 35). Perceraian, meskipun diperbolehkan, merupakan perbuatanyang dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar.
Dalam Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban masa pisah sebelum perceraian. Perceraian diperbolehkanapabila membawa kemaslahatan yang lebih besar (maslahah). Sementara itu, di Indonesia, alasan perceraian diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Baru-baru ini, Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) No. 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus hanya dapat dikabulkanjika para pihak telah hidup terpisah selama minimal enam bulan. Ketentuan ini telah diterapkan di Pengadilan Agama Palu, di
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mana beberapa perkara ditolak karena tidak memenuhi syarat tersebut. Namun, sebagian praktisi hukum berpendapatbahwa aturan ini kurang tepat, terutama dalam kasus kekerasan verbal, karena justru memperpanjang penderitaan.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji SEMA No. 1 Tahun 2022, khususnya syarat masa pisah enam bulan, dariperspektif hukum keluarga Islam. Analisis juga menggunakan teori maslahah mursalah untuk menilai sejauh mana regulasi inisejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Tinjauan Pustaka
Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis PutusanPengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.) (Muhamad Ilham Azizul Haq, Ysniwati dan Yaswirman, 2022)
Waktu pisah tempat tinggal dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 sebagai dasar perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls(Studi putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr). (Fatimah Zahra, 2024)
Implementasi tenggang waktu pengajuan perceraian menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 diIndonesia. (Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, 2024)

3. Metodologi
Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris, sebagaimana terlihat dari fokus kajian yang akan dibahas, yaituperlunya dilakukan penelitian lapangan, khususnya terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh regulasi ini, yakni para pihakyang terlibat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kondisi nyatayang terjadi di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menggali dan menemukan fakta-fakta yang kemudian dijadikansebagai data penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang padaakhirnya diharapkan dapat menghasilkan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti (Kornelius Benuf danMuhamad Azhar, 2020).
Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang meliputi hakim Pengadilan Agama Palu, para pihak yang terlibat dalamperkara perceraian di Pengadilan Agama Palu, panitera Pengadilan Agama Palu, serta petugas PTSP (Pelayanan Terpadu SatuPintu) Pengadilan Agama Palu. Adapun data sekunder merupakan data yang berfungsi untuk mendukung kelengkapan dankeakuratan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yaitupengamatan langsung terhadap fenomena yang muncul pada objek penelitian (Burhan Bungin, 2007); wawancara, yakniteknik pengumpulan informasi, data, atau fakta melalui tanya jawab secara langsung atau lisan antara dua pihak atau lebihyang dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh keterangan dari sumber (Sugiyono, 2013); serta dokumentasi, yaituteknik pengumpulan data yang mengandalkan sumber tertulis atau dokumen guna memperoleh informasi yang relevandengan penelitian (Glen A. Bowen, 2009).
4. Hasil dan Pembahasan
Pada awal penerapannya, proses penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama dilakukan secara aktif hingga menjangkauKantor Urusan Agama di setiap kecamatan (Suhriah, Panitera Muda Hukum PA Palu, 2025). Meskipun regulasi inidiberlakukan secara nasional pada Desember 2022, di Pengadilan Agama Palu aturan tersebut baru efektif setelahdilaksanakannya Bimbingan Teknis (BimTek) di lingkungan Pengadilan Agama Palu pada Juni 2023. Sejak saat itu, ketentuanmengenai syarat masa pisah resmi diterapkan di Pengadilan Agama Palu mulai Juni 2023.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan khusus sebagai suatu regulasi yang dapat dijadikan rujukan.Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, SEMA bersifat mengikat bagi hakim yang berada dilingkungan Mahkamah Agung. SEMA berfungsi untuk memperjelas serta memberikan batasan terhadap frasa tertentu dalamsuatu undang-undang, sekaligus menjadi pedoman yang harus diikuti oleh aparatur peradilan di bawah kewenanganMahkamah Agung. Secara khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai syarat masa pisah enambulan menjadi pedoman yang mengikat dan wajib diperhatikan oleh hakim, khususnya di Pengadilan Agama Palu. Namun
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demikian, syarat masa pisah enam bulan sebelum perceraian masih dapat dikesampingkan oleh majelis hakim dalammemutus perkara, karena terdapat aturan lain yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti dalam kasuskekerasan dalam rumah tangga, di mana hakim diperbolehkan untuk mengabaikan syarat masa pisah enam bulan sebelumperceraian. Hal ini telah diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2023.
Setelah melakukan beberapa wawancara dengan pihak-pihak yang memenuhi kriteria, peneliti menemukan bahwa secaraumum para pihak yang berperkara dalam perceraian terbagi menjadi dua kelompok dalam merespons aturan mengenaisyarat masa pisah sebelum perceraian. Sebagian di antaranya, yang mayoritas adalah suami, merasa cukup terbantu denganadanya syarat masa pisah yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Beberapa faktor yang memengaruhi anggapan bahwaSEMA No. 1 Tahun 2022 membantu mempertahankan keutuhan rumah tangga antara lain karena aturan ini memberikanwaktu bagi pasangan untuk meredakan emosi sesaat, membuka peluang kecil untuk rujuk kembali, serta mendorongintrospeksi diri. Masa pisah juga berdampak pada kesadaran dalam pola pengasuhan serta kondisi psikologis anak. Dalamperspektif Islam, kebijakan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifẓ al-nasl (perlindungan terhadap keturunan),karena dapat mencegah kekacauan nasab (para pihak perkara cerai di Pengadilan Agama Palu, 2025).
Meskipun banyak pihak yang setuju dan mendukung kebijakan Mahkamah Agung ini, terdapat pula pihak yang merasadirugikan dengan penerapan syarat masa pisah sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Mayoritas dari merekaadalah pihak istri. Beberapa alasan yang memengaruhi antara lain adanya anggapan bahwa aturan masa pisah enam bulanmenimbulkan mudarat. Para istri sering merasa digantung tanpa kepastian karena suami tidak lagi memberikan nafkah,sementara masa tunggu dianggap terlalu lama. Selain itu, sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian padaumumnya sudah menghadapi masalah yang serius dan telah memiliki keputusan yang bulat, sehingga masa pisah dianggaphanya membuang waktu (para pihak perkara cerai di Pengadilan Agama Palu, 2025).
SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan hasil rapat pleno kamar yang diselenggarakan setiap tahun oleh Mahkamah Agung, yangdiikuti oleh para hakim agung, dengan pembahasan yang berfokus pada permasalahan-permasalahan kontemporer yangdihadapi oleh pengadilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung (Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Palu, 2025).
Ketentuan ini merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan ruangbagi para pihak agar dapat merenung dan melakukan introspeksi diri atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan harapanmuncul rasa penyesalan sehingga membuka jalan menuju solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yangbersengketa. Dalam perspektif ajaran Islam, upaya untuk mencapai perdamaian dikenal dengan istilah *ṣulḥ*. MenurutSayyid Sabiq, *aṣ-ṣulḥ* adalah suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihakyang bersengketa (Nawawie, 2018).
Selain sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, regulasi ini juga berkaitan dengan upayamenegakkan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam) (Moh. Arif, Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan AgamaPalu, 2025).
Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan masa pisah enam bulansebelum perceraian, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang suami benar-benar telah hidup terpisah dari istrinya selamaenam bulan atau lebih, maka secara tidak langsung ia telah menjatuhkan talak dalam arti kiasan. Tindakan suami yangmeninggalkan istrinya selama enam bulan atau lebih dapat dimaknai sebagai bentuk perceraian. Terkait masa pisah tersebut,konsep *iddah* dalam Islam memiliki keterkaitan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022, karena keduanya sama-sama bertujuanmemberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir kembali mengenai keputusan untuk bercerai atau kembali rujukdengan pasangannya.
Huruf f Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat ketentuanpenting bahwa perceraian dapat diajukan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus antara suamidan istri sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Namun demikian, alasan perceraian ini seringdigunakan karena tidak memberikan batasan waktu tertentu mengenai “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.” Olehkarena itu, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2022 untuk mengatasi hal tersebut.
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Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, regulasi ini berkaitan langsung dengan konsep *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), karenapernikahan merupakan salah satu ibadah yang agung; *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), karena perceraian berpotensimerusak kondisi mental dan kehidupan anak; bahkan juga hifẓ al-māl (menjaga harta), karena pernikahan tidak hanyamerupakan ikatan sosial antara suami, istri, dan keluarga mereka, tetapi juga melibatkan hubungan ekonomi antara keduapasangan.
Sementara itu, jika ditinjau melalui teori maṣlaḥah mursalah, regulasi ini telah memenuhi syarat-syarat maṣlaḥah mursalah,yaitu:

1. Pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2022, khususnya dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 huruf b angka 2mengenai syarat masa pisah sebelum mengajukan perceraian, memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga keutuhanperkawinan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip mempersulitperceraian. Sikap ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: dari Ibnu Umar RA, RasulullahSAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).
2. Dari segi kemaslahatan, regulasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan. Dari aspek sosial, berfungsi sebagailangkah preventif terhadap persepsi negatif masyarakat terhadap keluarga yang tidak harmonis. Dari aspekpsikologis, berkaitan dengan kesehatan mental anggota keluarga, terutama anak-anak yang sangat rentan terhadapdampak perceraian. Selain itu, dari aspek religius, Islam mengajarkan bahwa menjaga keutuhan keluarga merupakankewajiban yang harus dipenuhi.
3. Dari segi perumusannya, SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan salah satu hasil musyawarah dalam rapat pleno kamarMahkamah Agung. Regulasi ini telah melalui proses kajian dan pertimbangan yang panjang oleh para hakim senioryang melakukan ijtihad untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi ini pada dasarnya memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

5. Kesimpulan
SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah enam bulan sebelum perceraian merupakan kebijakan Mahkamah Agungyang bersifat mengikat bagi para hakim, termasuk di Pengadilan Agama Palu. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan waktubagi pasangan melakukan introspeksi, mencegah perceraian yang didorong oleh emosi sesaat, serta membuka peluang untukrujuk kembali. Dalam perspektif Islam, kebijakan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah.
Meskipun demikian, penerapan regulasi ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak merasa terbantu karena adanyakesempatan untuk memperbaiki hubungan, sementara sebagian besar pihak istri merasa dirugikan karena masa pisahdianggap terlalu lama, menimbulkan ketidakpastian, serta tidak disertai dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah.Meskipun menimbulkan perdebatan, regulasi ini tetap relevan karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah),berfungsi untuk menekan angka perceraian, serta membantu menjaga keharmonisan keluarga dari berbagai aspek—sosial,psikologis, dan religius
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